BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Apabila dilihat secara keseluruhan, bisa dikatakan hampir sebagian besar pelaku
usaha pemula di Indonesia telah memiliki kemampuan dan keterampilan yang
dibutuhkan. Hasil crosstab dari setiap indikator mencerminkan adanya tendensi
keterkaitan antara 1 indikator dengan indiktor lainnya seperti perceived opportunity
dan self-efficacy. Pelaku usaha yang memiliki kemampuan melihat peluang
cenderung memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk memulai
usaha, begitupun sebaliknya.

Lebih lanjut, kecenderungan yang signifikan terjadi pada pelaku usaha yang
memiliki self-efficacy, perceived opportunity dan role model punya latar belakang
pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, dapat ditarik gagasan bahwa pendidikan
yang tinggi mampu memberikan pengetahuan, keterampilan, dan semakin luasnya
pergaulan yang memperbesar peluang untuk mendapatkan panutan yang cocok bagi
individu untuk memulai usaha.

Hasil yang menarik ditemukan dari hasil crosstab fear of failure. Fear of
failure memiliki perbedaan pola yang sangat signifikan ketika pelaku usaha tersebut
memiliki self-efficacy sementara tidak ada perbedaan sama sekali untuk indikator
tingkat pendidikan dan role model. Maka dari itu, diduga bahwa dengan adanya
self-efficacy pada diri pelaku usaha pemula mampu mengurangi rasa takut gagal.

Kemudian, dapat disimpulkan bahwa memang sampai saat ini kurikulum

pendidikan di sekolah dasar dan regulasi pajak di Indonesia belum mendukung
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pelaku usaha pemula ‘nascent entrepreneurs’ dikarenakan implementasi kurikulum
pendidikan kewirausahaan yang sudah diatur dalam Permendikbud No 24 Tahun
2016 belum diterapkan secara optimal. Mengingat dibebaskannya metode
pembelajaran serta sistem penilaian kepada guru yang umumnya masih bersifat
konvensional sementara pembelajaran kewirausahaan tidak hanya membutuhkan
pengetahuan saja melainkan juga memerlukan praktikum untuk menambah softskill
seperti leadership, decision making, risk taking, dsb yang dirasa masih belum
terpenuhi dari metode pembelajaran konvensional. Perlu adanya perubahan atau
metode pembelajaran yang berbeda untuk mata pelajaran prakarya dan
kewirausahaan agar pelajar benar-benar dihadapkan dengan dunia kewirausahaan.
Kompetensi guru yang mengajar kewirausahaan juga diragukan oleh sebagian besar
narasumber karena umumnya para pengajar ini hanyalah guru biasa yang tidak
memiliki pengalaman dalam berwirausaha sehingga ilmu yang diberikan sangat
teoritis. Padahal, melalui mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini
seharusnya pelajar diperkenalkan dan dipromosikan mengenai dunia
kewirausahaan sehingga memancing minat dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan
di kalangan pelajar sedini mungkin.

Selain itu, masih juga terdapat ketimpangan regulasi pajak khususnya
mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha pemula. Regulasi
pajak yang diatur dalam PP No 46 Tahun 2013 dirasa lebih mendukung pelaku
usaha yang sudah established dibandingkan dengan pelaku usaha pemula yang baru
saja merintis usahanya. Hal ini dikarenakan pelaku usaha yang baru saja memulai
usaha dengan kondisi pendapatan yang umumnya masih minim dan arus kas masih

negatif diminta untuk membayar pajak berdasarkan pendapatan kotor yang
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diterimanya.

5.2  Saran

Demi terciptanya lingkungan yang mampu mendukung pertumbuhan pelaku usaha
pemula di Indonesia, maka semua pemangku kepentingan khususnya pemerintah
harus bekerja sama dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang ideal. Dalam
hal ini, salah satu peran yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mengkaji
ulang atau mengevaluasi penerapan kurikulum 2013 revisi 2017 terkait pendidikan
kewirausahaan di pendidikan dasar.

Pemerintah dapat mengikuti metode pembelajaran BTEC yang dibentuk
oleh lembaga pendidikan Pearson PLC. Pearson PLC merupakan perusahaan
multinasional terbesar di dunia yang bergerak dibidang pendidikan dan penerbitan
yang berpusat di London. Pada dasarnya, kualifikasi BTEC serupa dengan
kualifikasi pada umumnya, namun kualifikasi BTEC lebih spesifik pada mata
pelajaran kejuruan (seperti art & design, business, hospitality, dsb) sehingga
metode pembelajaran yang diterapkan lebih banyak menggunakan praktikum
dibandingkan dengan ujian tertulis. Para pengajar BTEC juga merupakan orang-
orang yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya masing-masing. Mengacu
dari penjabaran di atas, sekolah dapat bekerja sama dengan para pelaku usaha di
daerahnya dengan mengajak pelajar untuk mengunjungi tempat usaha tersebut dan
mengamati proses bisnis yang ada. Para pelaku usaha diminta untuk membagikan
pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang didapat selama merintis usaha
kepada para pelajar sehingga pelajar merasakan secara langsung gambaran

mengenai kewirausahaan yang tentunya meningkatkan self-efficacy pelajar. Dalam
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hal ini, pelaku usaha secara tidak langsung menjadi pengajar kewirausahaan dan
sekaligus menjadi role model bagi pelajar. Setelah para pelajar diberikan wawasan
tersebut, maka pelajar tersebut dapat diarahkan untuk magang di tempat para pelaku
usaha untuk terjun langsung merasakan proses bisnis yang ada. Hal ini tentu dapat
memperkenalkan dan mempromosikan pelajar akan dunia usaha secara nyata.
Selain memberikan manfaat yang besar bagi pelajar, pelaku usaha juga diuntungkan
dengan mendapatkan bantuan tenaga dan ide dari pelajar yang magang sehingga
menjadi kerja sama yang bersifat win-win solution.

Lebih lanjut, untuk memastikan kualitas peserta dan standard penilaian yang
dilakukan telah sesuai atau tidak, BTEC menerapkan quality assurance. Quality
assurance tersebut meliputi Standards Verification (mengutus standard verifier
untuk memberikan penilaian dan feedback terhadap peserta BTEC apakah sudah
sesuai dengan standar nasional), Quality Management Review (kunjungansecara
berkala (tahunan) untuk mengecek apakah peserta telah melaksanakan kegiatan
sesuai dengan prosedur), dan Academic Management Review (Kunjungan untuk
memastikan bahwa peserta memahami persyaratan untuk mengelola dan
mendapatkan kualifikasi lanjutan ke tingkat yang lebih tinggi). Disinilah guru dapat
berperan sebagai standard verifier yang memastikan bahwa pelajar mendapatkan
kompetensi sesuai dengan rumusan dalam kurikulum. Oleh karenanya, maka
pemerintah perlu terlebih dahulu memberikan pelatihan kepada guru-guru yang
mengampu bidang kewirausahaan seputar cara menilai kemampuan pelajar. Hal ini
bertujuan untuk memastikan bahwa pelajar menerima kompetensi sesuai dengan
yang diharapkan dalam kurikulum. Apabila hal ini dapat diterapkan, maka sistem

pembelajaran akan menjadi lebih efektif karena pelajar mendapatkan ilmu dengan
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cara yang berbeda dan tentunya sangat berguna setelah mereka lulus sekolah
terutama sebagai calon pengusaha. Pelaku usaha diperbantukan dengan adanya
pelajar yang magang dan pekerjaan guru juga akan menjadi lebih optimal karena
bertugas sebagai observer dan standard verifier. Hal ini juga dapat menjawab
keraguan sebagian pihak yang merasa bahwa guru tidak memiliki kompetensi yang
cukup mengenai dunia kewirausahaan secara nyata. Oleh karenanya, peran guru
sebagai standard verifier akan menjadi lebih sesuai dengan kompetensi yang
dimiliki seorang guru.

Terkait dengan regulasi perpajakan terutama dalam aturan PP 46 Tahun
2013, sepertinya pemerintah perlu menerapkan besaran peredaran bruto sebagai
dasar perhitungan pajak disesuaikan dengan industri pelaku usaha untuk
meminimalisir ketimpangan pajak. Hal ini dapat dilakukan mengikuti pada
ketetapan dasar besaran peredaran bruto dalam ketentuan perhitungan pajak
menggunakan norma. Misalnya saja untuk industri retail dasar perhitungan
brutonya adalah 20% dari omset sementara untuk industri food and beverage adalah
100% dari omset. Apabila dicontohkan kedua pelaku usaha yang masing-masing
bergerak di industri tersebut mendapatkan omset sebesar Rp200.000.000,- dalam
satu bulan, maka besar pajak yang harus dibayar pelaku usaha di industri retail
adalah 1% x (20% x Rp200.000.000,-) sebanyak Rp 400.000,- dan untuk pelaku
usaha yang bergerak di industri food and beverage adalah 1% x (100% x
Rp200.000.000,-) sebesar Rp2.000.000,-. Ini tentu dirasa lebih adil bagi pelaku
usaha terutama yang memiliki margin profit yang kecil.

Untuk mengatasi permasalahan pelaku usaha yang mengalami kerugian dan

dialami oleh pelaku usaha pemula, maka dukungan yang dapat diberikan
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pemerintah adalah dengan memberikan insentif pajak berupa pembebasan pajak.
Berikan pelaku usaha kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam kurun
waktu 1-2 tahun dimana pada saat yang bersamaan, pelaku usaha didampingi oleh
fiskus untuk diberikan sosialisasi dan pengajaran terkait kewajiban perpajakan yang
berkaitan dengan usaha yang sedang dijalankan. Maka pada tahun ketiga pelaku
usaha sudah dapat membayar pajak dengan tepat. Bagi pelaku usaha, ini tentu akan
sangat membantunya dalam merintis usaha sekaligus mampu menjalankan
kewajiban usahanya. Sementara bagi pemerintah, dalam waktu 1-2 tahun pertama
memang akan mengalami potensi pengurangan penerimaan pajak dari para pelaku
usaha pemula, akan tetapi hasil ini tentu akan sebanding pada waktu tahun ketiga
dimana usaha yang dirintisnya telah stabil dan telah memang memahami dan
membayarkan pajak secara tepat sehingga potensi penerimaan pajak di masa
mendatang lebih besar karena terbantunya pelaku usaha pemula dalam merintis
usaha.

Di lain sisi, penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar karakteristik
pelaku usaha memiliki latar belakang pendidikan SMA. Oleh karenanya,
pemerintah perlu juga untuk memberikan sosialisasi mengenai dasar-dasar
perpajakan secara umum (meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,
dan Bea Materai) ke sekolah-sekolah yang intinya memperkenalkan bahwa terdapat
pajak dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan. Sehingga, ketika mereka
menjadi pelaku usaha, mereka sudah tahu dan menyadari bahwa terdapat kewajiban

pajak yang harus mereka patuhi.
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